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KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI BANTEN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
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TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
(POS AP)

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI BANTEN

Menimbang : a. bahwa setiap unit kerja wajib menyusun Prosedur Operasional
Standar sesuai dengan Permenpan Nomor 35 Tahun 2012;

b. bahwa penyusunan Prosedur Operasional Standar didasarkan pada
tugas dan fungsi unit kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu dibentuk tim kerja untuk menyusun
Prosedur Operasional Standar Kantor Bahasa Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Bahasa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun
2016 tentang Rincian Tugas Kantor Bahasa;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Layanan.



M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI BANTEN
TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN (POS AP)

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun POS pada Kantor Bahasa
Provinsi Banten;

KEDUA : Tim penyusun bertugas untuk mengidentifikasi dan menyusun POS
berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Bahasa Provinsi Banten;

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 16 Juli 2021

Kepala Kantor

Halimi Hadibrata, M.Pd.
NIP 196802112003121001

Tembusan :
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas rahmat dan hidayah-Nya,

kami telah menyelesaikan dan menyampaikan laporan penyusunan Prosedur

Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS AP) periode 2021 pada Kantor

Bahasa Provinsi Banten, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Kantor Bahasa Provinsi Banten diharapkan mampu melaksanakan

berbagai kegiatannya secara tepat dan benar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas dan fungsi di unit organisasi ini, maka telah

diidentifikasi dan disusun sejumlah 27 (dua puluh tujuh) POS AP berdasarkan tugas

dan fungsi Kantor Bahasa Provinsi Banten dengan tujuan dapat dijadikan sebagai

panduan baku dari setiap kegiatan yang ada.

Jumlah POS AP tersebut, masih dimungkinkan untuk bertambah dan atau berkurang

sesuai dengan kebutuhan organisasi dan hasil evaluasi Tim Penyusun berdasarkan

penerapan dari tiap-tiap POS tersebut.

Dengan tersusunnya POS AP pada Kantor Bahasa Provinsi Banten, maka

diharapkan setiap kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada panduan baku

yang ada, sehingga dapat berjalan secara akuntabel dan transparan.

Serang, 16 Juli 2021

Tim Penyusun
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1. LATAR BELAKANG
Kantor Bahasa merupakan unit pelaksana teknis pada Badan Pengembangan

dan Pembinaan Bahasa yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan

pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di provinsi wilayah kerjanya.

Kantor Bahasa terdiri atas Kepala, Petugas Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan

Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Bahasa menyelenggarakan fungsi

diantaranya pengkajian bahasa dan sastra, pemetaan bahasa dan sastra,

pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia, fasilitasi pelaksanaan pengkajian

dan pemasyarakatan bahasa dan sastra, pemberian layanan informasi

kebahasaan dan kesastraan, pelaksanaan kerja sama di bidang kebahasaan dan

kesastraan, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor Bahasa.

Guna menciptakan komitmen mengenai pelaksanaan tugas pekerjaan di Kantor

Bahasa, maka perlu disusun dan ditetapkan POS AP di lingkungan Kantor

Bahasa sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Prosedur Operasional Standar adalah serangkaian instruksi tertulis yang

dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi,

bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Maksud dari penyusunan POS Kantor Bahasa adalah agar penyelenggaran

aktivitas di Kantor Bahasa memiliki petunjuk tentang tata cara dan urutan

kegiatan yang jelas, baku dan terukur mengenai bagaimana dan kapan harus

dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Tujuan dari disusunnya POS AP Kantor Bahasa adalah untuk menciptakan

komitmen mengenai apa yang harus dikerjakan Kantor Bahasa untuk

mewujudkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menuju Kementerian

bertata kelola terbaik.
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3. DEFINISI

Instansi Pemerintah : Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai peraturan
perundang-undangan;

Prosedur Operasional

Standar

: Serangkaian instruksi tertulis yang
dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan aktivitas organisasi,
bagaimana, dan kapan harus dilakukan,
dimana dan oleh siapa dilakukan;

Prosedur Operasional

Standar Administrasi

Pemerintah (POS AP)

: Prosedur Operasional Standar dari berbagai
proses penyelenggaraan administrasi
pemerintahan yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Mutu Baku Waktu : Mutu waktu bila mana dihitung dalam hari
berarti berlaku ketentuan 7 (tujuh) jam 30
(tiga puluh) menit per hari kerja (Senin -
Jum’at)

4. GAMBAR DAN ARTI

= Simbol Kapsul/Terminator Melambangkan

dimulai/berakhirnya suatu prosedur

= Melambangkan proses berjalannya/eksekusi

suatu prosedur

=
Simbol Belah Ketupat/Decision untuk
mendeskripsikan kegiatan pengambilan
keputusan

=
Simbol Anak Panah/Panah/Arrow untuk
mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses
kegiatan)
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5. DAFTAR POS KANTOR BAHASA

1. POS Fasilitasi Layanan Bantuan Teknis
2. POS Penyusunan Pemetaan Bahasa dan Sastra
3. POS Layanan UKBI
4. POS Persiapan Pelaksanaan Fasilitasi Pengkajian Bahasa dan Sastra
5. POS Pelaksanaan Fasilitasi Pengkajian Bahasa dan Sastra
6. POS Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
7. POS Pencairan Anggaran
8. POS Pertanggungjawaban Anggaran
9. POS Pengadministrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
10. POS Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan BMN
11. POS Penyusunan Program dan Anggaran
12. POS Penyusunan Program Kerja
13. POS Pengusulan Penilaian Angka Kredit
14. POS Usul Pengelolaan Mutasi Kenaikan Pangkat
15. POS Usul Pengelolaan Mutasi Pindah Pegawai
16. POS Pembuatan Kartu-Kartu Pegawai
17. POS Pengajuan Usul Pensiun
18. POS Pemberian Surat Izin Cuti
19. POS Pengembangan SDM
20. POS Surat Keluar
21. POS Surat Masuk
22. POS Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana
23. POS Pengelolaan Kebersihan
24. POS Pengelolaan Keamanan
25. POS Katalogisasi Buku Pustaka
26. POS Penyusunan Laporan Kinerja
27. POS Pengumpulan Data Kinerja
28. POS Pelaksanaan Pengkajian Bahasa dan Sastra



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KANTOR BAHASA PROVINSI BANTEN

NOMOR POS 1/I4.23/BS/POS/2021

TGL.PEMBUATAN 13 April 2017

TGL. REVISI 16 Juli 2021

TGL EFEKTIF 19 Juli 2021

DISAHKAN OLEH Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten

Halimi Hadibrata, M.Pd.
NIP 196802112003121001

NAMA POS Fasilitasi Layanan Bantuan Teknis

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara
serta Lagu Kebangsaan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian
Tugas Kantor Bahasa

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8. Peraturan Kepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Peneliti

1. Memahami Prosedur Fasilitasi Layanan Bantuan
Teknis

2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku



9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN
19/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kredit

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

POS Persuratan 1. Aplikasi E-Office
2. Komputer/Scanner/Printer
3. Surat Balasan
4. Jaringan Internet
5. Materi Fasilitasi Layanan
6. Pensil
7. Stop map
8. Bollpoin

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan.

2. Segala bentuk penyimpangan dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

3. Masing-masing pihak terkait harus memiliki komunikasi, dan koordinasi   yang baik.

1. Desposisi Sinde
2. Diarsipkan



Pemohon Kepala
Balai/Kantor

Penyuluh
Kebahasaan

Pengadministrasi
Umum Kelengkapan Waktu Output

1 Mengajukan surat permohonan fasilitasi
layanan bantuan teknis

Surat masuk dari DPR,
DPRD, Kepolisian, dan
instansi lain

60 menit Surat

2 Mendisposisi surat permintaan fasilitasi dari
instansi/lembaga lain Lembar disposisi 10 menit Disposisi

3
Menentukan penyuluh kebahasaan yang
sesuai dengan permintaan dan
mengonfirmasi kesediaan

Data penyuluh
kebahasaan 5 menit Dokumen penugasan

4 Membuat konsep surat balasan dan surat
tugas untuk permintaan tersebut

Surat pemohon
Disposisi pimpinan 60 menit Surat Balasan

5
Memeriksa konsep surat balasan dan surat
tugas untuk permintaan fasilitasi layanan
bantuan teknis

Surat Balasan
Kelengkapan surat
lainnya 30 menit Konsep siap tanda tangan

6
Menandatangani surat balasan dan surat
tugas untuk permintaan fasilitasi layanan
bantuan teknis

Konsep Surat Balasan
dan surat kelengkapan
kegiatan

60 menit Surat siap kirim

7
Menugasi penyuluh kebahasaan sesuai
dengan permintaan fasilitasi layanan
bantuan teknis

Surat tugas 30 menit Rincian tugas dan tanggung jawab
pelaksanaan kegiatan

8 Melakukan kegiatan penyuluhan sebagai
upaya fasilitasi layanan bantuan teknis Materi penyuluhan 600 menit

Daftar hadir peserta, Kuesioner
pelaksanaan, dan dokumentasi
kegiatan (foto)

9 Menyusun laporan Fasilitasi Bantuan
Kebahasaan Dokumen Evaluasi 2 800 menit Laporan kegiatan

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.

FASILITASI LAYANAN BANTUAN TEKNIS

SELESAI

MULAI
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